
BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUT{AN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BIMA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31

ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, periu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penlrusunan dan Evaluasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2O26;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-d.aerah Tingkat Ii dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali,

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1958 Nomor L22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tggg tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersi.h dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind,onesia Nomor a25S);

3. undang-undang Nomor 33 Tahun zaa4 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439];

4. llndang-undang Nomor 6 Tahun za|4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9S);
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5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Repubrlik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-undang Nomor q Tahun 2CI14

perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun',2]l4

tentang Pemerintahan l)aerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LemLraran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679\;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2}ru tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T'a}:un

2AL4 Nomor !23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2A14 tentang Peraturan Pelaksanaan Unda"ng-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2ALg Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108

Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

Penggunaan, dan Penyaluran dana Desa Tahun Anggaran 2A25

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2AL4

tentang Pedoman Pembangunan Desa {Berita Negara Repr"lblik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 2A9a|;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 2018

tentang Pengeiolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 i 1);

10. Feraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Fetunjuk

Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2*26

(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2A25 Nomor l tSi);
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11. Peratltran Daerah Nomor 2 Tahun 2A16 tentang Rencana

Pemkranglrnan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima

Tahun 2ALG - 2021 (Lernbaran Daerah Kabupaten Bima Tahun

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima

Nomor 47);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Tahun zAlV Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Bima Nomor 79);

13. Peratu.ran Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202{}

{Lembaran Daerah Tahun 2A25 Nomor 4};

14. Peratllran Bupati Nclmor 2 Tahun 2020 tentang Daftar

Keinenangan Desa Berdasarkan }{ak AsaI Usul dan

Keu,enangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bima {Berita

Daerah Kabupaten Bima Tahun 2A2O Nomor 546\.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOI!'IAN PENYUSUNAN DAN
EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DtrSA
TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETE}{TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daereih adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Lrrllsan pemerintahan oieh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia setlagairnana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun
1945"

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen5,'glsnggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusa.n pemeri,ntahan
yang menjadi kewenangan sesuai kewenangannya.
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4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin

oleh camat.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin Kecamatan di Kabupaten

Bima yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaiui

Sekretaris Daerah.

7. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, danf atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

1O. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati. bersama Badan

Permusyawaratal Desa.

11.Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lemtraga

yang rnelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakiian wilayah dan/atau
keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara dernokratis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka

waktu 6 {enam} tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adaiah
penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

tr4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,

adaiah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Prioritas Penggunaan Dana adalah pilihan program dan / atau kegiatan
yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untgk
dibiayai dengan Dana Desa;
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16. Koperasi Desa Merah Plltih adalah koperasi yang beranggotakan warga yang

berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda

penduduk;

17. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan

langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada

keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

18. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

baik jumiah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan.

19. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat

kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang

atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

20. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau

tidak langsung, olh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan

komposisi atmosfer secara globa1 serta perubahan variabilitas ikLim alamiah

yang teramati pada kurun eaktu yang dapat dibandingkan.

2 1. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan dalam menyesllaikan diri terhadap Perubahan

Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi

kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan

oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul

akibat perubahan iklim dapat diatasi.

22. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi

risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan

emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan

penyimpanan/penguatan cadangal karbon dari berbagai sumber emisi.
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23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan
hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa EILrna

mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

kesej ahteraan masyarakat Desa.

Z4"Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat l)esa,

khususnya yang miskin dan marginai, yang bersifat produktif dengan

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi k:cai
untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengllrangi kemiskinan,
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;

25. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pedoman penJrusunan APBDesa Tahun Anggar an 2A26, meliputi:
a, Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan keurenangan Desa,

RKPDesa, dan Kebijakan Perioritas Penggunaan Dana Desa;

tl, Prinsip Pen5rusunan APBDesa;

c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;

d. Teknis Penyusunan APBDesa;

e. Teknis Evaluasj RAPBDesa; dan

f. Hal-Hal Khusus.

Pasal 3

(1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa

tentang APBDesa Tahun Anggaran 2A26.

(2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati
mendelegasikan pelaksanaan evaluasi peraturan Desa tentang ApBDesa
kepada Camat.

Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan dan evaluasi Peraturan Desa tentang ApBDesa
Tahun Anggaran 2A26 sebagaimana dimaksud d"alam pasal 2 dan pasal 3
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.
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BAB II
KETtrNTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal | 29 JnNunAt 3oP6

BUPATI BIMA,

ADY MAHYUDI
Diundangkan di : Bima
padatanggal: 39 JnNuABt 3020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ADEL LINGGI ARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2A26 NOMOR ,..$......

Salinan Aslinya

paten Bima,

11016

ttd

ttd
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : 5 TAHUN2A26
TANGGAL : 2D JnatuaRt 2426

PEDOMAN PENYT}SUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN tsELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. SINGKROI{ISASI KEBIJAI{AN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENAIIIGAN DESA, RKPDESA DAN KEBIJAKAI{ PERIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA

Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa,

memandatkan bahwa Desa berwenang r*rntr-rk mengatur dan
merrgurus unrsan pemerintatran dan kepentingan masyarakat.
Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan
prir:ritas penggrrna-an Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa hart's rnemberika,n manfaat yang
sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan
memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaail
masyarakat Desa yang bersifat mendesak untr.rk dilaksan akan ,

serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan Sebagian besar rnasyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk
pernbanglrrtarl dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujua"n
untuk rneningkatkan kesej atrtera"an masyarakat Desa,
rneningkatkan kuaiitas hidup rnanusia, dan rnenanggulangi
kemiskinan. optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai
dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pernerintahr
Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisiensi, serta.
akuntabel.

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untqk
memLrerikan araLr penggunaan Dana Desa yang dipriorita_skan
untuk mendanai pembangunan dan pernberdayaan Masyarakat.
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Penggunaan Dana Desa tahun 2{u-26 diutamakan penggunaannya
untuk mendukung SDGs Desa rnelalui kegiatan penanganan
kerniskinan ekstrern melalui Bantuan Langsr"rng Ttrnai dengan
target keluarga penerirna manfaat dapat menggunakan data
Pemerintakr sebagai aclran, penguatan desa berketahanan iklim
dan tangguh bencana, peningka.tan prornosi dan penyediaan
layanan dasar Kesehatan skala Desa., prograrn ketahanan pangarr
atam lumbung pangan, energi, dan Lernbaga ekonomi desa-

Iainnya, dukungan irrrpelernentasi Koperasi Desa Merah Putih,
pembangu.nan. dan pemeliharaan insfrastrr.rktur Desa melal11i

padat Karya T\rnai Desa, Pembangunan insfrastmktur digital dan
teknologi di Desa, dan progra.m sektor prioritas lainnya di Desa
terrnasuk pengernbangan potensi dan keunggulan Desa, Dana-

Desa dapat digunakan untr-rk dana operasional pemerintah Desa.

Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya
untuk mendukung perranganan kemiskinan ekstrern dengan
penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Ttrnai Desa
dengan target keluarga penerima manfaat dapat rnenggunakan
data Pemerintah sebagai aclran, penguatan Desa berketahanarr
iklirn dan Tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan
layanan dasar Kesehatan skala Desa, prograrn ketahanan pangan
atam lurnbung parrgarr, energi, dan Lernbaga ekonomi Desa
lainnya, dr-rkungan implernentasi Koperasi Desa Merah Futih,
Pembangunan d.an pemelih araaLr, infrastruktur desa mela}.ri
progralrl Padat Karya Ttrnai Desa, Pembangunan insfrastnktqr
digital dan teknologi di Desa dan I ata-u" progranr sektor prioritas
lainnya d"i Desa terrnasuk pengernbangane potensi da-rr ker:.nggrrlan
Desa.

II, PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2A26 clidasarkan ketentuan-
keteni-uan pokok sebagai berikut :

1. APBDesa disusun meru.juk kernenangan Desa dan berclasarkan
Peraturan Desa tentang RKPDesa TA.2A26;
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2. APBDesa disusun menggunakan format APBDesa berbasis Aplikasi

SISKEUDES versi 2.O.8 yang tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

3. Pilihan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan dalam

APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan Desa yang tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

4. Pilihan bidang, sub bidang dan kegiatan yang digunakan dalam

APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Bidang, Sub

Bidang dan Kegiatan Desa tereantum dalarn l.ampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

5. APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama

Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

6. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;

7. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

ryendapatka.n akses informasi seiuas-Iuasnya tentang APBDesa;

8" Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat para pemangku

kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok

marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan

pembangunan di Desa;

9. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta tidak bertentangan

dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan

daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa d,alam

penJrusunan APBDesa Tahun Anggaran 2O26 terkait dengan pendapatan

desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:
A" PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yaJlg dialggarkan ela-iam APBDesa merupakan
semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi
hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yaitu terdiri atas
kelompok Pendapatan Asli Desa, Transfer dan pendapatan Lain.
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1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan

Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Potensi pendapatan yang bersumber dari penyertaan modal

kepada BUMDes dan juga pengadaan brelanjtr yang lain yang

telah disepakati memLrerikan kontribusi peningkatan PADes,

sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan

asli Desa;

b. Jika terdapat aset yang merupakan milik Desa dan dikeiola

sendiri oleh Desa, seperti tana.h kas Desa, pasar Desa,

dan/atau aset lainnya, sedapat mungkin dikembangkan

menjadi sumber pendapatan asli Desa sesuai keu,enangan

berdasarkan hak asal-usui dan kewenangan lokal berskala

Desa;

c. Pendapatan asli Desa lain berupa hasii pungutan Desa dapat
dikembangkan menjadi pendapatan asli Desa namun tetap
harus mengedepankan pela-yanan prima terhaCap

kepentingan masyarakat.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Bagian Desa dari
Pajak dan Retribusi Daerah, serta Alokasi Dana Desa. Adapun
pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan

Peraturan Bupati Birna tentang Tata cara pembagian dan

Penet-apan Besara.n Aloka-si Dana Desa-, dan Bagian Desa- ciari

Pajak dan Retribusi Daerah KaLrupaten Bima Tahun Anggaran

2A26 dan Peraturan [,Ienteri Keuangan Republik Inclonesia

tentang Rincian Dana Desa Per Desa Tahun Anggaran 2a25.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja
sama Desa; penerimaan dari hiLrah dan sumtrangan dari pihak
ketiga; penerima,an bantuan dari perusahaan Jrang berlokasi r1i

Desa; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya
yaitu untuk pengembalian beianja tahun-tahun sebelumnya;
krunga bank; dan lain-iain pendapatan Desa vang sah.
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Jika terdapat sejumlah uang akibat adanya temuan

kesalahan pelaporan pertanggungiawaban belanja Desa oleh

auditor yang diperintahkan untuk dikemhalikan pada rekening

kas Desa, maka penyetoran/pengembalian uang dimaksud harus

dicantumkan dalam APBDesa pada koreksi kesalahan belanja

tahun anggaran sebelumnya yaitu untuk pengembalian beianja

tahun-tahun sebelumnya.

Jika ada pendapatan bunga akibat adanya rangsangan atau

balas jasa karena Desa menyimpan uang nya di bank, maka uang

bunga dimaksud dicatat dan dialokasikan sebagar penerimaan

Desa komponen bunga bank.

B. BELANJA DESA

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan

kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa, dan dipergunakan untuk

mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Jenis belanja Desa" meliputi belaqia pegawai, bela4ja barang dan

jasa, belanja mod.al, dan belanja tidak terduga. Jenis belanja dimaksud

merupakan alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan

dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah

memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa,

d"engan pengaturan standar satuan harga yang disesuaikan dan

mengaclr pada harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. jika

terdapat harga satuan materialfiasa yang lebih tinggi dari kabupaten,

maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang,

kegiatan, jenis beianja, objek belanja, dan rincian objek belanja,

dengan merujuk pada daftar kode rekening bidang, sub bidang dan

kegiatan Desa, serta daftar kode rekening pendapatan, belanja dan

pembiayaan Desa.

Belanja Desa disusurr secara berirahrang antara penerimaan darr

pengeluaran. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan

dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling

banyak SOVI (tiga puluh persen) dari jumiah APBDesa yaitu

pendapatan Desa ditambah penerimaan pembiayaan atau belanja
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Desa ditambah pengeluaran pembiayaan, yaitu dengan dengan uraian

kebijakan sebagai berikut :

1" Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2Al9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2AL4 tentang Desa rnenjelaskan

bahwa :

a. belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan

paling banyak 3O7o untuk mendanai penghasilan tetap dan

tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa

lainnya, serta tunjangan dan operasional BPD termasuk
jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;

b. belanja Desa yang ditetapkall dalam APBDesa cligunakan

paling sedikit TOYo untuk mendanai :

1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja

operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun
tetangga dan rui<un warga;

2l pelaksanaan pembarrgunan Desa;

3) pembinaan kemasyarakatan Desa;

4l pemherd.ayaan masyarakat Desa-;

5) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa;

dan

6) pengeluaran pembiayaan Desa untuk penyertaan moda

2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah rertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2a25 tentang Petunjuk operasional Atas Fokus

Penggunaan Dana Desa Tahun ZA2G, bahwa bahwa Fokus
penggunaarl Dana Desa diutamakan penggunaanya untuk
mendukung:

a- Penanganan kemiskinan ekstrem denga,n penggrrnaan Dana
Desa dengan target keiuarga penerima manfaat dapat
menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;

b. Penguatan Desa berketahanan iklim dan Tangguh bencana;
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c. Peningkatan Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan

skaia Desa;

d" Program ketahanan parlgan atau lumbung pangan, energi, dan

Lembaga ekonomi Desa lainnya;

e. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;

f. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui
program padat karya tunai Desa;

g. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa;

h. Operasional pemerintah Desa paling tinggi 3% (tiga persen);

i. Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk
pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

Adapun uraian detailnya sebagai berikut :

1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pen€rnganan kemiskinan

ekstrem berupa bantuan langsung tunai Desa, diberikan paling

banyak sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per

bulan perkeluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam

rnusyawarah Desa, pember:ian bantuan langsung tunai
dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus dan

ditempatkan pada kegiatan Penanggulangan Keadaan Mendesak

kode rekening 5.03.00.

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan Bersama

dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga

miskin ekstrem, identefikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan

melalui per-neringkatan berdasarkan aspek sosial, dan ekansmi

sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.

Caion keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai
Desa diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili
di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan
Pemerintah.

Dalam ha1 Desa tidak memiliki data keluarga miskin
berdasarkan data yang ditetapka.n oleh Pemerintah, Kepala

Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan

kriteria :

a. Kehilangan mata pencaharian;
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b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun,

sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;

c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut

usia; atau

e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem-

2l Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa

berketahanan iklim dan Tangguh bencana meiiputi :

1. PembangunanfRehabilitasi/Peningkatan Prasarana Ja1an

Desa {Gorong-goror-rg, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,

Prasarana Jalan lain) **, Kode rekening 2.3.L4

2. pembuatan/pemeliharaan tanggui pemecah ombak skala

Desa, Kode rekening 2.3.94

3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Miiik Desa {Mata

AirlTandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, d11), Kode

rekening 2.4.43

4. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman {Gorong-goreng,

Selokan, Parit, dii., diluar prasarana jalan), Kode rekening

2.4.A5

5. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa, Kode

rekening 2.4.A7

6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih

Miiik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air

Hujan/Slrmur Bor, dii)"*, Kode rekening 2.4.11

7. Pemhangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi

Permukiman (Gorong-gororig, Selokan, Parit, dli., diluar
prasarana jalan) **, Kode rekening 2.4.L3

8. PembangunanfRehabilitasi/Peningkatan Fasilitas

Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,

Bank Sampah, d11)**, Kode rekening 2.4.Ls

9. Pembuatan talud dan pemhangunan pelindung abrasi

pantai, Kode rekening 2.4.94

10. Pengeloiaan Hutan Milik Desa, Kode rekening 2.5.01

11" Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa, Kode rekening 2.5.A2
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12. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang

Lingkungan Hiclup dan Kehutanan, Kode rekening 2.5.03

l3.Pembangunan/Rehakrilitasi/Peningkatan Sarana dan

Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** Kode rekening

2.7 .A2

14. Penguatan Aksi Mitigasi dan Adaptasi, Kode rekening 2.7.92

15. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa

berketahaRan iklim clan tangguh bencana iainnya yang

sesuai keurenangan Desa dan diputuskan ses'uai

kewenanrvan l)esa-"--D"-

3) Ftikus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi clan
Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa meliputi :

1. Penyelenggaraan PAUD/TKITPA/TKA/TPQ/Madrasali Non-

Formal l\{ilik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian

Seragam, Operasionai, dst), Kode rekening 2.1.0i
2. Penyuiuhan dan Peiatihan Pendidikan hragi Masyarakat,

Kode rekening 2.1.03

.3. Penyeienggaraan Pos Kesehatan Desa (PKDilPolincies Miiik
Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Peranvat.

Desa; Penyecliaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi

Keluarga Miskin, dst), Kode rekening2.2"Al.
4. Penyelenggaraan Posyanciu (Makanan Tambahan, Keias Ibu

Hamii, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandui, Kode

rekening 2.2"A2

5. Pen-vuluhan dan PeLatihan Bidang Kesehatan {untuk
Masyarakat, Tena"ga Kesehatan, Kacier Kesehatan, dli), Kode

rekening 2.2"A3

6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Adfakasi pangan

yang aman dan higinis, Keamanan pangan terhadap petani,
Neiayan cian pembuciidayaan ikan dan pelaku usaira
Pangan, Kode rekening 2.2-A4

7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keiuarga Balita (BKB), Kode

rekening 2.2.O5

8. Pembinaan dan Pengawasan upaya kesehatan traciisionai,
Kode rekening 2.2.07
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9. Fembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan

Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **, Kode

rekening 2.2.O9

10. Penyelenggaraan dan Pencegahan Stunting*, Kode rekening

2.2.94

11. Penangguiangan Penyakit Menular Lainnya, Kode rekening
nofiAL,L.7A

12" Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan,

Parit, d11., diluar prasarana jalan)**, Kode rekening 2.4.05

13. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umttm, dll,
Kod.e rekening 2.4.CI6

14. PembangunanlRehabilitasilPeningkatan Sumber Air Bersih

Milik Desa (Mata AirlTandon Penampungan Air
Hujan/Sumllr Bor, d11)*n, Kode rekening 2.4.11.

1"5. PembangunanlRehabilitasilPeningkatan Sambungan Air
Bersih ke Rumah Tangga {pipanisasi, d11) *n, Kode rekening

2.4"12

16. Pembangunan I Rehabilitasi I Peningkatan Sanitasi

Permukiman (Gorong-gororrg, Seiokan, Parit, d1i., diiuar
prasara"fla jalani on, Kode rekening 2.4.L3.

77.Pelatihan/Sosialisasi/Penyuiuhan/Penyadaran tentang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kode rekening, 2.5.O3.

18. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak, Kode rekening,
4.4.02.

19. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk peningkatan Promosi

dan Penyediaan dasar kesehatan skala Desa lainnya yang
sesuai kewenangan desa dan di putuskan sesuai
kewenangan desa.

4) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan
pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekoncmi
Desa lainnya meliputi :

U Kegiatan Pengembangan Desa Unggul, Kode rekening 1.4.9S

2) Pemeliharaan Embung Milik Desa, kode rekening 02.03.09
3i Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan

Usaha T'ani **, Kode rekening 2.3.1,2

4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa

(Dipilih), kode rekening 02.03.19
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5) Pemeliharaan sumur Resapan h{ilik Desa, kode rekening

a2.o4.42

6) Pembangunan/RehabilitasilPeningkatan Sumur Resapan,

kode rekening 02.04. 10.

7l Pemeliharaan sambungan air bersih Rumah Tangga t

Pipanisasi, Penyediaan dan Pemeliharaall dan Pegembangan

sarana prasarana air minum), kode rekening 02.44.97.

8) Pengeiolaan wanatani (agroforestri), kode rekening 02.05.93.

9) Penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator

internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama,

kode rekening A2.A6.93.

10) Pembangunan Bendungan Berskala Kecil, kode rekening
a2.a7.9r.

11) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa, kode rekening
02.08.03.

12) Pen:eliharaan Kararnba/Kclarn Perikanan Darat Milik Desa,
kode rekening 04.O 1 .O 1.

13) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa,
Kode rekening 04.0 1.O2.

14) Pembanqunan/Rehabilitasi/Peningkatan KarampalKolam
Pertanian Darat Milik Desa, Kode rekening O4.01.O3.

15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan
Perikanan Sungai/Kecil Miiik Desa, Kode rekening O4"01.04.

16) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakanldst), Kode rekening
04.o1.05.

17) Bimtek/Peiatihan/Pengenalan T"lG untuk Perikanan
Darat/Neiayan (Dipilih), Kode rekening 04.01.06.

18) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan
pengolahan pertanian, penggi}ii:gan Padi/jagung, d11), kade
rekening 04.02.01.

19) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan
pengolahan peternakan, kandang, d11), Kode rekening
44.42.42"

20) Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana, kode
rekening A4.A2.A4.

2 1) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untr.rk
Pertanian / Peternakan, kode rekening O4.O2.05.

22)Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi
Tersier/ Sederhana, kode rekening 04"02.06.

23) Bantuan Pertanian {Bibit/Pupuk dli}, Kode rekening
04.02.90.
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24) Pengembangan Kawasan Rumah pangan Lestari, kode
rekening A4.O2.9L.

25) Bantuan Peternakan {Bibit/Pakan, d1U kode rekening
c4.42.92.

26) Bantuan Penyediaan Aiat-alat Pertanian dan peternakan,
Kode rekening 04.A2.93.

27) Bronjongnisasi pagae area persawahan, kode rekening
44,a2.94

28) Pemeliharaan kandang ternak milik BUM Desa danf atau
BUM Desa bersama, kodev rekening A4.O2.9T .

29) Pengembangan usahat Tani rerpadu Misalnya kombinasi
Pertanian, Peternakan, dan perikanan, kod"e rekening
04.o2.98.

3o] Pengemhangan sarana Prasarana usaha Mikro, Kecil,
Menengah dan Koperasi, kode rekening O4.0S.02.

31) Pengadaan Teknologi repat Guna untuk pengembangau
Ekonomi Perdesaan, Kode rekening 04.OS.09.

32) Kegiatan Pelatihan Pembuatan Alat-alat Tepat Guna, Kod.e
Rekening 04.05.91.

33) Penggemukan ternak bersama dengan sistim bagi hasil yang
dikelola oieh BUNIDes/Bumde*a Eersama, Kode rekening
04.05.93.

34)PemeLiharaan/perawatanfPemanfaatan sarana prasana
milik Desa/BUMDes/BUMDes Bersama, kode rekening
04.06.93.

35) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa, kode rekening
04.07.01.

36)Pembangunan/Rehabilitasi pasar Desa/Kios Milik Desa,
Kode rekening A4.OV.A2.

37) Pembentukan/ Fasilitasil Pelatihan/ pend ampingan kelompok
usaha ekonomi produktif, kode rekening O4"OT.A4.

38) Kegiatan pengembangan produk unggulan desa, Kode
rekening O4"O7 "9A.

39) Penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian
Desa, Kode rekening 04.02.91.

4O) Penyertaan lvlodal BUMDes, Kode rekening 06.01.04.
41) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan

Pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi
lainnya sesuai kewenangan desa dan di putuskan sesuai
kewenangan desa.

5) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi
Koperasi Desa Merah Putih;
- Pembangunan Fisik Gerai Koperasi Desa Merah putih, Kode

rekening 04.A7.91.
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- Fokus Penggunaan Dana Desa untuk dukungan
implementasi Koperasi Desa Merah Putih lainnya sesuai
kewenangan desa dan di putuskan sesuai kewenangan desa.

6) Fokus Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan

pemeliharaan insfrastruktur desa melalui program Padat Karya

T1rnai Desa meleputi :

1) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa {Gorong-gorong,
Selokan, BoxlSiab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain),

Kode rekening 2.3.05.

2l Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan
Desa {Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,

Drainase, Prasarana Jaian lain) **, Kode rekening 2.3.L4

3) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi,

dll), Kode rekening 2.4.O1.

4j Pemeiiharaan sambungan air bersih ke rumah tangga

(Pipanisasi, Penyediaan dan pemeliharaan serta
pengembangan sarana dan prasarana air minum), Kode

rekening O2.A4.97.

5) Pem'oangunanfRehabiiitasi/Peningkatan Sumur Resapan,

Kode rekening 02.04. 10.

6) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi
Permukiman, Kode rekening O2.A4.L3.

71 Pembangunan/RehabiiitaslPeningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum, d11, Kode rekeningA2.A4.L4.

8) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasiiitas
Pengeloiaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan:

Bank Sampah, cili), Kode rekening 02.04.15.
9) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa,

Kode rekening 02.08.0 1.

10) Pembangunan/Rehabiiitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pariwisata Miiik Desa, Kode rekening 0Z.OB.S2.

11) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa, Kod"e rekening
02.08.03.

12) Pemeliharaan Karamba /lKolam Perikanan Darat Milik Desa,

Kode rekening 04.0 1.0 i.
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13) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan

pengolahan pertanian, penggilingan Padiljagung, d11), Kode

rekening 04.02.01.

14) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa{Lumbung Desa,

d11), Kode rekening 04.02.03.

15) Pelatihani Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian/ Peternakan, Il,ode rekenig 04. 02 . 0 5.

16) Fasilitasi kelompok tani untuk pengelolaan hasil, Kode

rekening 04.A2.97.

17) Pengembangan usaha tani terpadu (misalnya komLrinasi.

pertanian, peternakan, dan perikanani, Kocie rekening

a4.42.98.

18) Pemeliharaan Pasar Desai Kios milik Desa, Kode rekening

04.07.01.

1 9i Pembentukan/Fasiiitasi/ Pelatihany Penciampingan keiompok

usaha ekonomi produktif (pengrajin, peclagang, ir:ctrustri

rumah tangga, dll), Kode rekening 04.07.04.

20) I(egiatan pengemtrangan produk unggulan desa, Kode

rekening A+.U7.9O.

21) Penl.elenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian

Desa, Kode rekening A4.A7.9L.

22) Fokus Penggunaan Dana Desa Untuk pembangunan dan

pemeiiharaan infrastruktur Desa meiaiui padat karya tunai
Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam kewenangan Desa"

7j Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan

intrastruktur digitai dan teknologi di Desa seLragai berikut :

1) Pengembangan Sistem Informasi Desa, Kode rekening 1"4.08

2j Penyelenggaraan informasi Pi.lblik Desa (Poster, baiiho, dll),

kode rekening A2.06.A2

3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/instalasi komunikasi

dan informasi Lokai Desa {Pembuatan Website Desa dll},

kode rekening 02.06.03

4) Penyed"iaan layanan yang bekerjasama dengan operator

internet melalui BUM Desa dan/atau BUi\4 Desa brersama,

Kode rekening 2.6.93
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5) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Energi Alternatif
Tingkat Desa, kode rekening A2.A7.AL

6) Penyediaan Instalasi Listrik MasSrarakat desa, kode rekening

o2.o7.90

7) Pembangunanfrehabilitasi/peningkatan sarana dan
prasarana energi alternatif Desa, kode rekening OZ.AT.OZ

8) Penyedi.aan Layanan yang bekerjasama dengan operator
internet melalaui BUMDes atau BUMDes Bersama, kode
rekening 04.06.90

9) Fokus Penggunaan Dana Desa untrrk pembangunan

infrastruktur digital dan teknoiogi di Desa Lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

8) Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan

Bahan Baku Lokal meliputi :

1) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,

Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, prasalana Jalan la_rrr),

Kode rekening 2.3.05

2l PembangunanlRehabilitasi/peningkatan prasarana Jaian
Desa (Gorong-gorong, selokan, Box/slab culvert, Drainase,
Prasarana Jalan lain), Kode rekening Z.B.l4

3) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/RehaLr

Rumah Tidak Layak Huni {RTLH) GAKIN (pemetaan,

validasi, dll), Kode rekening Z,4.Al
4l Pemeliharaan sanitasi sambungan Air Bersih Kerumah

tangga (Pipanisasi), Kode rekening O2.A4.O4.

5) Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan,
parit dilular prasaralla jalan), Kode rekening 2.4.As

6l Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan sumur Resapan,

Kod"e rekening 2.4.LO

7| Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatansa_nitasi

Permukiman {Gorong-gorong, Selokan, parit, d11., diluar
prasarana jaian), Kode rekening 2.4.1s

8) Pembangunan/Rehabilitas/peningkatan Fasilitas Jamkran
Umum I MCK umum, dll, Kode rekening Z.+,14
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9) Pembangunanf Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas

Pengelolaan Sampah DesafPermukiman

(Penampungan, Bank Sampah, d11), Kode rekening Z.4.ls
10) Pemeliharaan sambungan a* bersih Rumah Tangga

(Pipanisasi, Penyediaan dan Pemeliharaan dan
Pegembangan sarana prasarana air minum), Kode rekening

2.4.97

lU pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau
BUM Desa bersama, Kode rekening 4.L.gO

12) Pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau
BUM Desa bersama, Kode rekening 4.l.gl.

13) Peningkatan Produksi ranaman Pangan (Alat prod,uksi dan
pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dil),
04.02.01"

14) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lurnbung

Desa, dLl), kode rekening 4.2"Q3

15) Pemeliharaan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau
BUM Desa bersama, Kode rekening 4.Z.gT

16) Penggemukan ternak bersama dengan sistim bagi hasil
yang dikelola oleh BUMDes/Bumcesa Bersan:.a, Kode
rekening 4.5.93

l7l PemeliharaanfperawatanfPemanfaatan sarana prasana
milik Desa/BUMDes/BUMDes Bersama, Kode rekening
4.6.93

18) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan
berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku
lokal Lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

It Kegiatan dalam rangka Pemenuhan prograrn sektor perioritas
Lainnya sesuai Kewenangan yang diputuskan dalam
musyawarah Desa, setelah terpenuhinya fokus penggunaan
Dana Desa sesuai Prioritas Nasional yang ditentukan
Penggunaannya, meliputi :

1. Kegiatan Penanggulanan Bencana, kode rekening 05.01.0
2. Penyediaan Insentif/operasional RT/RW, Kode rekening

01.o 1.07;

3. Penanganan Keadaan Darurat, kode rekening 05.02.00
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4. Penanganan Keadaan Mendesak, kode rekening 05.03.00

5. Kegiatan lain yang diputuskan dalam musyawarah desa

selain kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa;

1O). Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa

dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana

Desa setiap Desa untuk mendukung pelaksanaan tugas

Pemerintah Desa, ditempatkan pada Bidang Pemerintahan Desa",

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,

T\rnjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan

Operasional Pemerintah Des4 yang hersumber dari Dana Desa,

dengan Kode output (1.1.O8) dengan uraian sebagai berikut :

1. kegiatan koordinasi yang diiakukan bersama pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa 1ain, masyarakat

cianlatau kelompok masyarakat dalam rangka membangun

keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang

mendukung peiaksanaan tugas Pemerintah Desa dengan

kode output 1.1.08.01, meliputi :

a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa, kuota
internet;

b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang

diselenggarakan di Desa; dan

c- biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan

dan I atau kabupaten / kata setempat berupa biaya

untuk transporta.si disertai dengan penggunaani

perjalanan dinas dilakukan daiam rangka koordinasi
danfatau menghadiri undangan dari supra Desa terkait
pelaksanaan Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat (1. 1.09.02)

Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial ya.ng

disebabkan karena :

a. Kemiskinan / kesusahan / musibah dan / atans

keterbatasan dana, meliputi :

1. Biaya transportasi masyarakat Desa yang
membutuhkan akses darurat kepada layanan

Kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
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2. Bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat

miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.

b. Konflik sosial, meliputi:

1. Biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di
desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum

mediasi;

2. Biaya operasional untuk menjamin keamanan dan

ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan

konsumsi; dan

3. Penyelenggaraan forum lintas kelompok buelaya

dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial

seperti pembiayaan konsumsi.

c. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
1. bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang

menjadi korban bencana;

2. biaya transportasi Pemerintah Desa dalam

merenspon hencana di Desa yang belum rnendapat
intervensi dari supradesa; dan

3. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial

3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas
Pemerintah Desa dengan kode output 1.1.08.03, antara lain:
A. Protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kediasan di
Desa

1). Pemberian bantuan untuk Masyarakat yang berprestasi,
khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa

rneiiputi :

a) bantuan seragam;

b) perlengkapan sekolah; dan

c) piagam atau plakat apresiasi;

2],. kegiatan olahraga, sosial, *seni, budaya, keagamaan,

meiiputi :

a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;

c) penyelenggaraan acara adat di Desa, dan
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d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Desa.

3). Penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan,

seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional

antara lain hari kemerdekaan Indonesia, hari pahlawan,

hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional

lainnya.

4\. kegiatan promosi, meliputi :

a) promosi produk unggulan Desa antara lain
mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan

spanduk, brosur atau leaflet; dan

b) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan

pengemballgan website Desa, pembuatan media

dan/atau blog Desa.

ts. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat

yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi

1) piagam atau plakat apresiasi; dan

2l penyeleng&a.raan a"cara apresiasi hra.gi tokoh herja"sa di
Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana

operasional pemerintah Desa bagi Masyarakat Desa

berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah

Desa harus berupa barang (nontunai).-

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor LG Tahun 2AZs
Tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggui.raarr

Dana Desa Tahun 2A26, menetapkan Prioritas Penggunaan
Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian
tujuan SDGs Desa rnelalui :

A. Pengrratan Desa Berketahanan Ik1im dan
Tangguh Bencana

1. Mitigasi perrbahan iklim dan risik<l bencana yang
kegiatannya dapat dilakukan sesrrai kebutuhan di
Desa, seperti:
a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair,

seperti pengadaan alat angkut sampa}.,
pembangunan/pemeliharaan tempat
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pembuangan sampah sementara,, perrgada,an

peralatan untu.k pemanfaatan sampah/limbah,
pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat d"an

cair bagi masyarakat Desa;

b. pengelolaan lakran pertanian rendakr emisi gas
rrrnah kaca seperti pembukaan lahan tanpa
bakar rnelalui Padat Karya T\rnai Desa (tidak
untuk rnernheli lahan);

c. peningkatan dan/ atau ffrernpertatrankan tutupan
vegetasi, seper:ti pemeliha,ra.an lahan melah-ri
kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala
Desa;

d. pencegaLran dan penanggulangan kebakaran
hutan, lahan, rob, dan naiknya permukaan
air lamt seperti
pernbangr-rnanlpemeliharaan srlnarlr bor /surrrnr
pom"pa, sa"lunae air di lokasi lafran gambu_t, talud,
tanggul pemecah ombak skala Desa, dan
perlindungan terumbu karang;

e. penyediaan media komunikasi, inforrnasi, d.a.n

edukasi mengenai kebijakan pelestarian
lingkungan Desa serta. sosialisasi ernisi gas
rurnah kaca; dan

f. kegiatan mitigasi pe*rbahan iklim clan risiko
bencana Lridrometeorologi, bencana geologi dan
bencana non alam lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputr_rskan dalarn
Musyawaratr Desa.

2" Adaptasi dampak perubahan iklim dan
penanggulangan bencana, rneliputi:
a. petrgendalian kekering&rr, banjir da:r l,ongsor,

seperti pembuata.n
penarnpung/pernanen/peresa.pan air huj*n
untuk meningkatkan caclangan air
permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan

Kadis

DPMD

Kabag

Hukum
Sek

D$UE
o"\jr'

Pemf es

Kabid

So*uri
'D

Jafung

PSl4

Arif Rahman,

S,H

Y Y/ o il r ..1 q

Win 7
Textbox



-29 -

sa-luran air di area rentan banjir, penanamarr

pnhon di lahan tandus yang fiterupakan wilayah

Desa da"nlatau di lereng dengan strr. ktur beton

penahan longsor, dan pelatihan tentang
pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.

b. penanganan atam antisipasi kenaikan rnuka lamt,

rob, intrr-si air lamt, abrasi, ablasi dan
gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan
penananran bakam, pernbersihan daerah sekitar
parrt-ai (hersih pantai), dan/atam reLrabilitasi

kawasan"bakam.

c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan
perranggr-llangan bencana hidrorneteorolagi,

bencana geologi dan bencana non alarn lainnya
sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dala"rn Musyawarah Desa.

B" Penlngkatan Prom.osi Dan Penyeclia-an Layanan Dasa::

Kesehatan Skala Desa

1. Revitalisasi pos kesehatan Desa sesuai kewenangarr

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana pos kesehatan Desa serta bantuan
operasional untuk akses layanan dokter, perawat,

bidan, dan tenaga kesehatan lainn3ra bagi Desa yarrg

belurn memiliki akses layanan kesehatan.

2. Pencegahan dan penurunan stunting ben-rpa:

a. Kelompok sasararr intervensi pencegahan dan
penururran stunting
1) rerna,ja putri;
2) calon pengantin;
3) ibu hamil, rnenyu$ui, nifasi dan
a) bayi usia O (nol) sarnpai dengan usia 59

(lirna puluh sembilan) bulan.
b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan unturk

rnengatasi penyebab langsr"lng (intervensi
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spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuha"n
da"n kewenangan Desa, rneliputi:
1) penyuluhan da"n konseling gizi bagi kelompok

sasararr;

2) pemantaman tumbukr kembang balita;
3) pernberian rnakanan tarnbaLran diutarnakan

pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein
hewani, kaya gizi, kaya vitarnin dan mineral,
cukrrp karbohidrat. Pemberian makanan
tamhahan herupa makanan siap santap dan
bergizi dalam bentuk makanan lengkap atam

rnakanan selingan / kudapan.
a) pemberian makanan tarnbahan lokal

pernrrlihan bagi balita dan ibu hamil
merupakan rnakanan tambahan pangarl
loka.l (makanan yang dikonsurnsi oleh
rnasyarakat setem.pat sesurai dengan
potensi sumber daya dan kearifan lokal dan
rnenjadi alternatif sumber karbohidrat,
protein, lernak, vitamin dan mineral) yartg
diberikan unttrk meningkatkan berat badaa
dan memperbaiki status gizi pada sasaran,
selama belum didanai oleh prograrn atam

sumber pendanaa-n lainnya.
b) pemberian rnakanan tarnbahan penyuluhan

merrpakan makanan tambaha"n diluar
rnakanan pendarnping air susll
ibu/rnakanan keiuarga yang dikonsumsi
sehari* hari yang diberikan kepada balita
usia 6 (enarn) bulan sampai dengan usia 59

{lirna pulr"rh sembila"n) krulan Lrerbaha_:e

pa"ngan lokal sebagai contoh makanan
tarnbahan ya.ng baik untuk edukasi dalarn
perbaikan pola konsumsi sesuai gizt
seimbang;
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c) sosialisasi, penSruluhan dan pendampingan
pernberian makan bayi dan anak (inisiasi
rnen5rusui dini, air susu ibu, rnakanan
pendamping air susu ibu dan makanan
keluarga bergizi seimbang) serta
rnelengkapi status pernberian irntrnisasi
a"nak usia O (nol) sampai denga.n usia 59

(lima puluh sembilan) buian kepada

keluarga dalarn pelaksanaan imunisasi;
d) pelatihan pengolakran makanan

pendarnping air susn ibu menggunakan
pangan 1oka1; dan

e) kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengatasi penyebab langsung (intervensi
spesifik) lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Mr-rsyawarah' Desa.

c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk
mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya
strrnting (intervensi sensitif) sesuai kebr-rtuhran

dan kewenangan Desa, meliputi:
1) a-dvokasi akses perlindungan sosial bagt

keluarga kelompok sasaran intervensi
pencegahan dan penurunan $tunting;

2) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga
berencana pasca persalina-n dan pencegahan
perkawirran dini;

3) kampanye dan promosi gerakan pengolahan
pemberian makanan tambahan lokal;

4) sosiali.sasi dan edukasi gerakan stop buang
air besar semtrarangan serta pernhlrdayaarr
perilaku hidup bersih dan sehat;

5) pendidikan tentang pengasnhan anak melalui
pendidikan anak usia dini yang dirniliki Desa
dan bina keluarga balita;
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6) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah
tangga serta penyediaan akses air rninurn
layak dan aman bagi rr.makr tangga.:

7) kegiatan yang dilaksanakan untuk rnengatasi
penyebab tidak langsung terjadinya stunting
(intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan
kew,enangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

d. Tata KeloLa Pelaksanaan Konvergensi Percepatar:
Penc.egahan clan Penr-rrunan stunting sesr:aj
ketxrtuhan dan kervenangan Desa, rrreliputi:
1) peningkatan kapasitas bagi kacler

pembangunan manusia, kader pos pelayatrlarr

terpadu dan pendidik pendiclikan anak Ltsia

d,ini, kader kelompok bina keluarga balita
tingkat Desa;

2) pertemuan konsolidasi data dari hertragai
sistern data yang ada di Desa rneliputi sisterrr
informasi Desa dan penyuslrnan laporan hetsii
pemantaman cakupan layanan. Dalam 'Lrpaya

percepatan pen"Llrunan stunting, Desa periu
rnernastikan terselenggaranya sejr;mlalr
iayanan yang dapat diakses oleh kelompok
sasaran;

3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting lJesa
sebagai pra Musyawarah Desa;

4l fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka
evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi
percepatan penurunan stunting di Desa;

5) pemLrerian insentif bagi kader pembangllnarr
manrlsia, kader pers pelayanan terpach_r Ci

bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak
usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan otreh

surat keputr-.rsan Kepala Desa yarrg khusus
untuk rnenangani percepatan penur\lnan
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stunting di Desa;

6) penyediaan fa"silitas atam alat bantu kerja bagi
kader yang mendukung pelaksanaan
percepatan stunting di Desa untuk kader
sesuai kewenangan Desa; dan

7J kegiatan tata kelola percepatan penarrganarr
stunting lainnya sesuai dengan kewena.nga_n

Desa dan diputuskan dalarn Musyawarah
Desa.

3. Pengendalian penyakit menular dan tidak merrular
berr-rpa promosi layanan dasar kesehatan dalam
ra.ngka penanggulangan penyakit menr-rlar dan
penyakit tidak rnenular terrnasuk tuberkulosis dan
rnasalah kesehatan jiwa.
a. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan

dalarn rangka penangg,langan penyakit rnenular
meliputi HIV/AIDS, tuberkrrlosis, mala-r-ia,
penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,
penyakit tropik terabaikan (neglected tropical
diseases), dan /atau penyakit rnenular lainnya
dan penyakit tidak menuiar meliputi kesehatan
jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan
penyakit tidak rnenr-rlar lainnya, rneliputi :

1) komunikasi, informasi dan edr_rkasi tentang
perilaku hidup bersikr dan sehat serta kegiatan
suryeilans berbasis masyarakat;

2) advokasi dan edukasi tentang kom,nikasi
antar personal, pertoiongan pertama pa"da" luka_
psikoiogis r-rntuk rnernbantu deteksi dini
kesehatan jiwa, pengasLrhan positif bagi
keluarga.;

3) pengadaan alat bantu, rnedia kornunikasi,
informasi, dan ed,kasi tentang perilak, hid,p
bersih dan sehat;

4) pengelolaan sanitasi <ian air minum yang baik
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untuk pencegahan penyakit;
5) pelatikran kader kesehatan sesuai dengan

kewenangan Desa;

6) penguatan dan fasilitasi rnasyarakat Desa
dalam kesiapsiagaan menghadapi wabale
penyakit menularlkejadian Luar biasa;

7) pernbudidayaan d.an pelatiha"n pengernbangan
apotek hidup Desa dan produk hortikulti:ra
serta tanaman obat tradisional. Desa;

8) karnpan;re dan ger:akan masyarakat seperti
pernberantasan sarang nyarnuk, kebersihan
Desa, olahraga bersarna, Desa tanpa rokok
untuk perranggulangan penyakit rnenular dan
tidak menular;

9) dukurrgan untuk pembentukan dan
penyelenggaraan Desa siaga tuberkulosis
rnelipr-rti:

a) dukungan komplementer untuk pasien dan
penyintas tuberkulosis seperti sembako,
rnakanan tarnbahan, suplernen dan lain-lain
bagi keluarga miskin atam miskin ekstrem;

b) dukungan biaya atam penyed"iaan
transportasi pasien tr,rberkulosis untuk
n'rengakses rumah sakit/fasilita-s pelayanall
kesehatan bagi kell.arga miskin atau miskin
ekstrem;

c) dukungan insentif dan peningkatan
kapasitas untr-rk kader;

d) dukrrrrgan promosi kesehatan dan gerakan
rnasyarakat hidup sehat dalam rangka
penanggrrlangan tuherkr-Llosis; dan

e) peningkatan keterampilan pasien dan
penyintas tuberkulosis untuk
pernberdayaalr. ekonomi guna menirrgkatkan
kualitas hidup pasien cian penyintas
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tuberkulosis.
b. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan

layanan dasar kesehatan dalam rangka
penanggulanga"n penyakit rnenular dan penyakit
tidak rnenular terrnasuk masalah ganggi-lan
kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

4. Pencegahan dan pernberantasan penyalahgunaan
da"n peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika meliputi:
a. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegakran

penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur
masyarakat Desa;

b. pelaksarraan festival olaLrraga bersama di Desa
dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang
penyalahgunaan narkoha; d.an

c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan prekursor narkotika lainnya yarrg
berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika
Nasiona-l sesuai dengan analisis kebutuhan dan
kondisi Desa yang diputr-rskan dalam
Musyawarah l)esa.

C" Program Ketahanan Pangan atam Lumbung pangan,

Energi, dan Lembaga Ekonorni Desa lainnya
1. Prograrn ketahanan pangan atam lurnbung parrgan

di Desa dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan
aspek:

a. Ketersediaan pangan dari llasii produksi
masyarakat dan lumbung Bangan di Desa,
diantaranya":

1) penyelenggaraan cadangan pangan Desa;
2) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas
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Desa, pembukaan lahan {tidak membeli lahan)

untuk pertanian, perkebunan, peternakan
dan/atam perikanan terpadu melalui Padat
Ka.rya Thnai Desa;

4) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak,
dan ikan;

5) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil
panen pertanian, perkebrulan, perhutanarl,
peternakan dan / atam perikanan;

6) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringa;r
irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan
skala Desa rnelalui Padat Karya T\rnai Desa;

7) pengernbangan, perrgelolaan dan pemeliharaan
infrastruktur pendukung lumbung pangan
Desa; dan

B) prograrn/kegiatan lainnya untuk rnewujr-rdkan

ketersediaan parrgan dari hasil produ,ksi
rnasyarakat Desa" dan h,rrnbr-rng pangan sesuai
kewenangan Desa dan diputuskan dalarn
Musyawaratt Desa.

b. Keterjangkaman Pangan untuk mewr.rjudkan
kelancaran distribusi dan perrasaran pangan di
Desa meliputi:
1) pemeliharaan jalan usaha pertanian,

peternakan, dan perikanan secara swakelola
dengan pola Padat Karya Ttrnai Desa; dan

2) prograrn/kegiatan keterjangkaman pangan
lainnya sesuai kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Mr.rsyawarah Desa.

c" Pernanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
1) *osialisasi dar-r edukasi konsumsi pangarr

beragarrr, bergizi seirnbang, dan arnarr;

2) peningkatan keterarnpilan dalarn
pengerrrbangan olahan parrgall lokal;

3) pengemhangan dan diseminasi teknologi tepat
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guna untuk pengolahan pangan loka1;

4) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang
pangan yang arnarr, krigienis, bermuttr, dan
tidak bertentangan dengan agarna, keyakir:.an,

dan budaya rnasyarakat di Desa; dan
5) prograrn/kegiatan pernanfaatan pangarl

lainnya sesuai kewenangan Desa dan
diputuskan dalarn Musyawarah Desa"

2" Program Srnasernbada Energi melaLri pemanfaatan
ener:gi terban rka.n, melipur ti;
a. pen6lolahan limbah pertanian dan tanamarl,

seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofurel;

b. pengolahan kayu dan liml-rahnya, seperti sisa
kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji

rr-^ enjadi biornassa;

c. instalasi pengoLahran lirnbakr peternakan dan
kotoran manr-tsia menjadi bioga-s/gas alam
terbarukan;

d. pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan bri<idiesei

dari limbah minyak goreng; dan
e. prograrr./kegiatan swasernbacla energi lainnya

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskarr
dalarn Musyawarah Desa.

3. Pelaksarraa-n prograrn ketahanan pa-ngan at.au

lurnbung pangan dan swasefilbada energi dapa"t

dilakukan oleh lembaga ekonorni Desa lainnya,
seperti Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa bersarna, Koperasi Desa Merah Putih serta
kerja sarna dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Irlenengah yang brerada di Desa.

D. Dr*rkr,rngan Implernentasi Koperasi f)esa, Merah Putih
Foki-rs Penggr.naan Dana Desa untr_ik dukr-rngan
implernentasi Koperasi Desa Merah plrtih dapat
digunakan untuk pernbayaran seluruh kewajiban yang
timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan
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pembarrgunan fisik gerai, pergudangan, dan
kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
rnengatur mengenai percepatan pembangunan fisik
gera"i, pergudangail, dan kelengkapan Koperasi Desa
Merah Putih.

E. Pembangurran dan Perneliharaan Infrastmktur Desa
rnelalui Program Padat Karya TUnai Desa
1- Pelaksanaan Padat Karya" Ttrnai Desa difokuskan

pada pembanguna"n $er&.na prasarana infrastmktur
produktif di Desa atam pendayagu.naan sumber daya
alam dengan memperhatikan pelestarian
lingkungan dan berbasis pernberdayaarl
masyarakat,

2. Pelaksan"aan Padat Karya Tfrnai Desa dida.sarkan
pada prinsip:
a. Inklusif

rnelibatkan masyarakat miskin, kamm marginal
penyandang disabilitas, dan penganut
kepercayaari.

Lr. Partisipatif
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan
sernangat gotong royong dan disepakati dalarn
IVlusyawarah Desa-

c. transparan dan akr-rntabel
mengutamakan prinsip transparan dan
akuntabel baik secara moral, teknis, legal
rnaupun adrninistratif kepacla sernua pihak.

d. Efektif
kegiatan prioritas, berdarnpak pada peningkatan
kesejahteraan dar-r daya treli anasyarakat Desa
serta adanya pengelola€lrl, perawatan, dan
pelestarian yang berkelanjutan.

e. swadaya dan swakelola
mengutamakan swadaya masyarakat dengan
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berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan
bahan baku yang tersedia. di Desa serta
dilaksanakan secara rnandiri oleh masvarakat
Desa.

3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggllr, setengah
pengarrggur, pereiltpuan kepala keh.rarga, anggota
keluarga miskin, serta anggota masyarakat rnarginal
lainnya.

4. Pernbayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5, Upah kerja dihitung dengan ketentuan:

a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit SAVI

(lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan
yang dilakukan ffrenggunakan pola Padat Karya
T\rnai Desa;

b. upah kerja pa.ling sedikit 50% (lima puluh
persen) rnencakup pernbayaran tenaga kerja
untuk fitengangkut bahan material. untuk
bangunan, penyiapan lokasi bangrrnan, dan
peiaksanaan kegiatan pembangurran ;

c. besaran r-rpah kerja dihitung berdasarkan batas
bawah dan batas atas upah kerja yarrg
ditentu.kan berdasarkan hasit kesepakatan
Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah
kerja. di trawah upa*h minimurn provinsi. Besaran
upah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan
Bupati/Wali Kota, atam n-teng$-tnakan ha.sil
Musyawarah Desa yang rnengacu pada sasararl
tenaga kerja setempat.

6. Jenis kegiatan Padat Ka.rya T\rnai Desa unfirk
pernbangurran dan perneliha-raan infrastmktur Desa
dilaksanakein sesuai dengan ketentuan perunel.ang-
undangan.

7. Penggr;naan Dana Desa untuk kegiatan padat karya
tunai desa dapat digunakan untuk jarninan sosial
ketenagakerj aan bagi pekerja.
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F. Pemba"ngu.nan Infrastmktur Digital dan Teknologi di
Desa

1. Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunarr
Infrastmktur Digital dan Teknologi di Desa

difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan
layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria
cliantaranya terletak di daerah terpencil, dengarr
keterbatasan akses terlradap infrastruktr.rr
teknologi, seperti internet, jaringan telekornunika.si,
dan sumber daya teknologi lainnya.
Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih
rnembutukrkan pembanguna"rr infrastrr.rktur digital
dan teknologi di Desa, melalui:
a. pembangunan, pengembangan cla_n

pemelitraraan listrik a"lternatif ya"ng beh-rm dialiri
listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa,

seperti:
1) pemLrangkit listrik tenaga rnikrohidro,

biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
2) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
3) kegiatan lainnya untuk perntlarrglrnan,

pengernbangan dan pernelitraraarr listrik
alternatif di Desa yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalarn
Musyawarah Desa.

b. pengadaan, pengernbangan dan perneliharaarr
layanan akses internet seperti pernbangunarr
tower akses jan:ingan irrternet, internet sateli.t dan
langganan akses internet sesua.i kewenangarr
Desa"; dan

c. pengadaan, pengernbangan, dan perneliharaarr
sarafla dan prasarana pendukung adrninistrasi
Desa seperti laptop dan kornputer }:agi Desa
yang belum rnerniliki.
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2. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di
Desa rnerupakan konsep peffrbangunan Desa yarrg

didukrrng oleh teknologi digital, seperti internet,
telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.
Kegiatan pengefirbangan Desa digital, melalui:
a. akses jaringan internet untuk warga Desa;

b. website Desa yang dirrtamakan menggLl"naka.n

layanan web hosting dan narna domain alamat
elektronik dalarn negeri yaitu desa.id;

e. penyediaan layallarr yang bekerja sama dengan
operator internet;

d. pemberdayaan komunitas informasi masyara-ka,t

di Desa serta peningkatan kapasitas literasi
digital; dan

e. kegiatan pengefflbangan desa digital lainnya
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputu*kan dalam Musyawarah- Desa,

3. Pendataan Desa

a. dana pernbekalan;

b. dana transportasi;
c. dana konsumsi;
d" pembelian telepon genggam dengan spesifikasi

paling rendah randorn access rnernory 4 (empat)

gigabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh
empat) gigabyte; dan /atam

e. pulsa internet bulanan,

G. Program sektor prioritas lainnya
Program sektor prioritas lainnya. di Desa adalah
prograrrr yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa
dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui
rrrusyawarah Desa.

H" Dana Desa untuk operasional pemerintah Desa dapat
digunakan untuk kegiatan:
1. Koordinasi

Kegia"tan koordinasi yang dilakukan bersarna
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dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

Pernerintah Desa lain, masyarakat dan /atam
kelompok masyarakat rneliputi:
a. biaya komunikasi Pemerintah Desa, $eperti pulsa

dan kuota internet;
b. kegiatan rapat/pertemuan dalarn rangka

koord"inasi yang diselengga-rakan di Desa; dan
c. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecarnatan

da.n/atarr kabupaten/kota setempat berupa biaya
r-rntuk transportasi disertai d.engan bukti
penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam
rangka koordinasi d an/ atam rnenghadiri
undangan dari slrpra Desa terkait pelaksarraan
Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial
ya-ng clisebatrkan karerrai
a. kerniskin.anf kesusahanf rnusi.bah dan/ a"tam

keterbatasan dana, meliputi:
1. biaya transportasi rnasyarakat Desa yang

rnembutuhkan akses darurat kepada layanan
keselr.atan yang berjarak jarrh dari Desa; dan

2. bantua"n pernulasaran jenazah bagi
masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan
dan peti jenazat:.

b" konflik sosial, meliputi:
1. biaya operasional untrrk mediasi konflik sosial

di Desa seperti biaya transportasi dan
konstrmsi fomrn rnediasi;

2. biaya operasional untuk menjarnin kearnanan
clan ketertiban di Desa seperti biaya
transportasi dan konsurnsi; dan

3. penyelenggaraan forurn lintas kelornpok
budaya dan agama sebagai upaya pencegahan
konflik sosial seperti pembiayaan konsurnsi.

Kadis

DPI\4D

Kabag

I{ukum
Sek

"\d
xeuft'

Perrry'es

Kabid

Sospud

JaIung
PSM

I

Arif Rahman,

S.H

* w lY r1 p cC 1

Win 7
Textbox



-43-

lt
!)

c. bencana yang menimpa masyarakat Desa,

rneliputi:
1. bantuan logistik bagi rnasyarakat Desa yang

rnenjadi korban bencana;

2. biaya transportasi Pernerintah Desa dalam

rrerespon bencana di Desa yang belurn
rnendapat intervensi dari su.pra Desa; dan

3. kegiatan rapat / perternuan dalarn rangka
pencegahan dan penanggulangan kerawanan

sosial"

Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaala

tr.rgas Pemerintah Desa

a. protokoler, seperti penyelenggaraan upacara
kedinasan di Desa.

1) pemberian bantuan untuk masyara-kat yang
berprestasi, ktmsusnya yang berasal dari
keluarga miskin di Desa, meliputi:
a) bantuan seragarn;

b) perlengkapan sekolah; dan

c) piagam atau plakat apresiasi.

2) kegiatanolahraga, sosial, seni, budaya,
keagamaan, meliputi:
a) perlengkaparl ola"hraga untuk karang

taruna;
b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;

c) penyelenggara.an acara adat di Desa; dan
d) penyelenggaraa"n hari besar keagamaan di

Desa.

3) penguatan rasa kebangsaan , persatuan dan
kesatuan, seperti penyelenggaraarr lomba
peringatan hari nasional antara lain h"ari

kemerdekaan indonesia, hari pakrlawan, hari
kebangkitan nasional, dan peringatan hari
nasional lainnya.

4) kegiatan promosi, meliputi:

Kadis

DPMD

Kabag

Hukum
Sek

Dnry
uuT9

i'emFes

Kabid

Sosfud
Jafung

PSI,I

Arif Rahman,

S.H

* I
^.

N T'L? d

Win 7
Textbox



-44-

a) promosi produk unggulan Desa promosi
produk r.rnggulan Desa antara lain
menga"d"akan pameran produk lokal Desa,
pembuatan spanduk, brosrlr atau leaflet;
dan/atam

b) prornosi Desa berbasis digital seperti
pelatihan pengembangan website Desa,
pembrlatan rnedia dan/atau blog Desa.

b. pemberian apresiasi kepada orang dan/atam
masyarakat yal-rg memhraretu tugas pemer:intalr

Desa, meliputi:
1) piagam atau plakat apresiasi; dan
2) penyelengga"raan acara apresiasi bagi tokoh

berjasa di Desa. pernberian a.presiasi yang
bers,rnber dari dana operasional pernerintah
Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau
yaJlg rreembantLr tugas pemer.intah Desa
harr.s bempa" barang (nontunai),

I. Dana Desa dilarang untuk:
1. pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat

Desa, dan/atau anggota Badan permusyawarata.n

Desa;

2. per.jalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa,
dan/atau anggota Badan perrnusyawaratarr Desa ke
luar dari wilayah kabupaten/kota;

3. pembayaran i,ran jaminan sosial kesehatan
danlatau jaminan sosial ketenagakerjaa, bagi
kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota
Badan Perrnusyawaratan Desa;

4- pernbangunan kantor desa atam barai desa, kecr.rali
untlk r:etrahili.tasi atam pertraikan ringan paling
banyak Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta.
rupiah);

5- rnenyelenggarakan birnbingan teknis bagi kepala
Desa, per,angkat Desa., danlatau anggota Bad.an
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Permusyawaratan Desa;

6- menyelenggarakan bimbingan tekni.s dan/ atau studi
banding keluar wilaSrah kabupaten/kota;

7. mernbayar kewajiban yang harrs dibayar pa.da

tahr-rn sebelumnya sebagaimana Surat Edaran
Bersama Menteri Desa dan Pernbangunanr Daerah
Tertinggal, Nlenteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor I Tahun 2025, Nornor SE-
2 /}lI'I{/ aB/ 2a25, Nomor 1Oo.3.2. A /9692 lS,J IZA2S
tentang Penjelasan Tindak Lar4ut peraturarr- Menteri
Keuangan Nomor 81 Tahun 2A2S tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1O8 Tah:an 2A25 tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penggunaan, dan penyaluran Dana
Desa Tahun Anggaran 2O2S; dan

8. pernberian bantr:an hukum bagi kepala Desa,
perangkat Desa, anggota Badan permusya:vara"tan

Desa, dan/atam warga Desa yang berperkara hukurn
rnelalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribacli.

J. program sektor prioritas lainnya, ditempatkan pada
pilihan kegiatan sesi.rai hasil rrlusyawarah untuk
RKPDesa TA. 2A26, dan kernudian d,irninta agar
rnengedepankan pilihan kegiatan untuk mewujudkan B

(elelapan) Tipologi Desa dan LT {t"rajuh belas} rujuan
SDGs Desa.

K. Penjabaranfuratan penggurraan prioritas dana desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pernbangllrran

Daerah rertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2025 Tentang Petunjuk operasional Atas Foki.rs
Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sebagaimana
tertuang dalam lampiran peraturan bupati ini;

L. Dalam rangka r'ennnnbuhkan inovasi di desa d*n
peningkatan pelayanan public serta penciptaan
ekonorni rnasyarakat dan desa d"iperlukan Lrpaya
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khusus dan serius dalam bentuk Pengembangan Desa

Unggul melalui kegia"tan Pengembangan Desa Unggul
dengan kode O 1.04.95 dengan tujuan merrpercepat
pelaksanaan pelayanan administrasi desa,

terdokurnentasinya pendataan aset desa, sistim
perencarraan dan pelaporan yang akuntabel,
terciptanya kreatifitas dalam bentuk pemberian
pelayanan public serta lahirnya jenis usaha/kegiatan
ekonomi kreatif rnasyarakat dan desa. Kegiatan ini
da.larn rangka merr.dukr=rn.g SDGs Desa I yaitu
infrastmktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

M. Daiarn rangka penanganarr rnitigasi bencana banjir da-n

kebakaran, dirninta kepada Pernerintah Desa agar
waspada terhadap potensi bencana banjir di Desa
rna-sing-masing dengan rnengalokasikan belanja
penanganan bencana. kedaruratan yang bisa secara

mandiri dibiayai melalui APBDesa nya- yaitu pada.

kegiatan kode rekening O5.O1.OO dengan tujuan SDGs
Desa 13 yaitu Desa Tanggap Perr.bahan Iklim, dan juga
dalarn rangka u.paya koordinasi dan penyarnpaian
laporan kejadian bencana yang mungkin pada
waktunya aka"n terputus akibat adanya kejadian
bencana, serta upaya pencegahan kebakaran diminta
agar mengalokasikan belanja HT (handy talky) dan a.lat
pernadam rnini yaitr-r pada kegiatan kode rekening
O3.O 7.O4 dengan tujuan SDGs Desa 13 yaitu Desa
Tanggap Perubahan Iklim.

N. Dalarn rangka menunjang percepatan gerakan budaya
literasi di kabupaten Birna sesuai arnanat peraturan
Bupati Bima Nomor 11 Ta}.un 2alg tentang Gerakan
Literasi Kabupaten Bima, diminta aga.r rrrelakukan
langkah strategis melakukan pembentukan relawan
literasi di Desa melalui keputusan Kepala Desa, dan
jika rneffrungkinkan dapat dianggarkan alokasi belanja
kegiatanry&, yaitu pada kegiatan Penyuluhan dan
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Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat kod,e rekening
02.o1"03.

o" Merujuk ketentuan dalam Pasal 3o peraturan presi.den

Nornor 64 Tahun 2o2o tentang perubahan Kedua eitas
Peraturan Presiden Nornor a2 Takrun 20 18 tentang
Jarninan Kesehatan t:ahlr.a ir-rran BPJS KeseLratan bagi
Perangkat Desa- sebesa,r \oh, dibayar melalui Belanla_

Bantuan Keuangan kepada Desa
P. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan

Presiden tr?I Nornor 1o9 Tahun 2013 tentang penahapan

Kepesertaan Prograrn Jarninan Sosial, bahwa perangkat
desa terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan
untuk belan3'a tunj angan ketenagakerj aan ben-rpa
Jarninan Kecelakaan Kerj a (.,rKK) , *Jaminan Kernatisn
(JKh{}, Jarnina.n Hari rua (JHT), dan Jaminan pensii.rn

(JP) ditempatka"n pada kode rekening kegiatan o1.o1.CI3
Kegiatan Penyediaan Jarninan Sosial bagi Kepaia Desa
dan Perangkat Desa, dan pirnpinan serta anggota BI,D
seca"ra bertahap baru terdaftar pada program BpJ S
Ketenagakerjaan untuk belanja tunjanga*
ketenagake{aan l:enrpa Jaminan Kecelaka-an Kerja
(.JKK) dan Jarninan Kerrratian (JKM) yang diternparkan
pa<la kode rekening kegiatan 01.O1.O5 Kegia_tan

Penyediaan Tunjanga"n BPD, dibayar melalui Belanja
Bantr-ra"n Keuangan kepada Desa pacla ApBDesa Kahr.

Bima TA. 2A26.

a.Felaksanaarr penyefls1r.r, d.an/atam pemiraSrarella

tunjangan ketenagakerjaan Kepala r)esa da-n perangkat
f)esa akan dibayarkan rnelalui ApBDesa Kabupaten
Bima TA. 2026.

C. PEMBIAYAAN DESA
Perrrtriayaan Desa aclalah semua penerimaan yang perh-r

dibayar kernbali dan/atau pengeluaran yang akan cliterima
kembaLi, h'aik pada tahun arlggaran yang bersangkutan
mau-pun pada tahr-rn anggaran berikutnya" Aclapu-n Lrentr:k
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kebijakan Pembiayaan Desa yang ditetapkan oleh pemerintah

Desa, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikr:t :

1. Dalam menetapkan anggaran sisa Lebih perhitr,r.ngan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelurnnya (SiLpA) pada"

penerimaan pembiayaa!1, agar disesuaikan dengan
kapasitas potensi riii yang ada yaitu potensi terjadinya
pelampaman realisasi penerirnaan desa, terjadinya
penghernatan belanja, dan adanya sisa dana yang masihr
rnengendap dalarn rekening kas desa yang beiurn dapat
direalisasikan hingga akhir tahun anggaran- sebelrrmn-ya;
dan

2. Penyertaan modal pada pengeluararr pembiayaan yang
dianggarkan dalam APBDesa didasarkan pada peraturan
Desa. tentang pernbentuka"n badan usaha" yang ditetapkan
oleh Desa yaitu dapat berupa BUMDesa, Kelompok usaha
Bersama, atam jenis usaha-usakra. ekonomi produktif
lainnya yang dapat dikembangkan oieh Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam men5rusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. WAKTU, TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDESA AWAL
TAHUN

Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara
lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat men]rusun dan
menetapkan APBDesa TA. 2AZO secara tepat waktu.

Diharapkan APBDesa paling cepat akhir minggu pertama bulan
Januari, dan jika tidak bisa dilakukan maka diharapkan dapat
memenuhi jadwal Bro$es penyu-sunan ApBDesa hingga dicapai
kesepakatan terhadap Rancangan peraturan Desa tentang ApBDesa
antara Pemerintah Desa dengan BpD paling iambat akhir bulan
Januari tahun 2A26.
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Pelaksanaan Pen3rusunan Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa dilakukan dengan cara membetuk Tim PenSrusunan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa melaiui Keputusan

Kepala Desa.

Tim Penyusllnan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari Kepala Desa sebagai

Penanggungjawab, Sekretaris Desa sebagai Ketua, Kepala Bidang

urusan Perencanaan dan Pelaporan sel:agai sekretaris dan 5 (limai

sampai dengan 7 (tujuh) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan,

Perangkat Desa, Ketua LPMD, K?L4D da"n tokoh masyarakat.

Adapun pen1rusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

TA.2a26 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1" Penlrusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh

Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu membentuk rim
PenJrusunan Rancangan Peraturan Desa tentang ApBDesa

sebagaimana dimaksud di atas.

?,, Sekreta-ris Desa beserta Tim menJrusun Rancalgan peraturan

Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun 2026;

3. sekretaris Desa menyampaikan dokumen rancangan peraturan

Desa tentang APBDesa, dengan juga melampirkan dokumen
rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran ApBDesa

kepada Kepala Desa, dan kemudian dilakukan pembahasan

internal bersama seluruh Kepala Bidang urusan, Kepala seksi
dan Kepala Du*un. Adapun contoh dokr:men rancallgan
Peraturan Desa tentang ApBDesa, dan contoh dokumen
rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran ApBDesa
dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan tragian
tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

4. Dokumen rancangan peraturan Desa tentang ApBDesa
sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :

a- Konsideran Rancangan perdes herbasis Apiikasi sISKEUDES;
b. Lampiran 1a - Perdes ApBDesa herbasis Aplikasi sISKEUDES;
c. Lampiran lb - Perdes ApBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;
d. Ringkasan APBDesa la - per sumber dana berbasis Aplikasi

SISKEUDES;
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e" Ringkasan APBDesa 1b - Per Sumber dana berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

f. Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan

PemLriayaan Desa Berdasarkan .Ienis Sumber Dana.

5. Dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran

APBDesa sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas meliputi :

a. Konsideran Rancangan Perkades berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

b. Lampiran 1c - Penjabaran APBDesa berbasis Aplikasi

SISKEUDES;

c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

f. RAK (Rencana Anggaran Kas! dan RKA {Renqana Kegiatan da:r
Anggaran) berbasis Aplikasi SISKEUDES;

6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh
Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama,
yaitu dilakukan dengan cara men5rurati BpD agar dilakukan
pembahasan bersama" surat yang disampaikan kepada BpD nya
melampirkan dokurnen*dokumen sbb :

a. dokumen raneangan Peraturan Desa tentang ApBDesa yang
terdiri dari Konsideran Rancangan perdes, Lampiran 1a,

Lampiran lb, Ringkasan APBDesa la, Ringkasan ApBDesa lb,
dal Lampiran V sebanyak 1 (satu rangkap);

b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan
Perkades, Lampiran lc, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB B

dan RAK sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
c. bahan rapat bahas APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a,

Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan ApBDesa la, Ringkasan
APBDesa 1b, dan Lampiran v, yang d.iperbanyak sejumlah
anggota BPD nya.
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7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran ABPDesa yang

disampaikan kepada BPD, dipastikan terlebih dahulu sudah

melalui proses input secara online dalam Aplikasi SISKEUDES;

8. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang

disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD meiakukan

Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal terhadap isi dan

kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa.

9, Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pemba,hasan Internal Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara

pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwai rapat tentang

Pembahasan Bersarna Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa oleh BPD. Adapun contoh berita acara rapat j.nternal

tentang pembahasan rancallgan Peraturan Desa tentang APBDesa

dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

10" Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa dipimpin oleh unsur pimpinan

BPD dan dengan mengundang Camat, PTPD Kecamatan, Tenaga

Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes,

Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD

yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta Tokoh

Perempuan yang ada di Desa untuk menghadrri kegiatan

pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa sebagaimana dimaksud.

i1. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara
pembahasarrnya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan
penyesuaian terhadap hai-hal yang mengalami perubahan akibat
pembahasan dimaksud" Adapun contoh herlta acara rapat ha-sil

pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa dimaksud tercantum dalam lampiran yarlg merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
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12. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa y-ang telah

disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan

Bersama antara Kepala Desa dan BPD Sraitu ditandatangani oleh

Kepala Desa dan Pimpinan BPD. Adapun contoh nota

kesepakatan bersama rancangan Perdes APBDesa dimaksud

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

13. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud point 11

(sebelas) di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD

tentang Persetr-rjr-ra-n ata-s Rancangan Pera"turan Desa- tenta.ng

APBDesa. Adapun contoh keputusan BPD tentang rancangar:

Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

14" Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dii:ahas

clan disepakati bersama, dilakukan penlresuaian dan perbaikan

clengan segera menjacii rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APBDesa, dan kemudian disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati melalui Camat paling larnbat 3 {tiga) hari
sejak disepakati untuk dievaluasi, dengan juga melampirkarr

dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran

A.PBDesa.

i5. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

dievaluasi oleh cama-t diLruktikan elengan Keputusa-n camat
tentang Hasil Evaluasi APBDesa.

16. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi
APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan peraturan Desa

tentang APBDesa menjad.i Peraturan Desa tentang ApBDesa, dan
kemudian clinyatakan mulai berlaku dan mempun3rai kekuatan
hukulm yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa

nleh Sekretaris Desa.

L7. Setelah penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang ApBDesa

menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksurl
point 16 (enam belas) di atas, Kepala Desa menetapkan
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Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa

menjadi Peranturan Kepala Desa"

18. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APBDesa disampaikan kepada Bupati Bima

Cq. Kepaia DPMD Kabupaten Bima sebagai dasar pencairan

belanja Desa.

B. WAKTU, TAHAPAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBDESA

PERUBAHAN

Pelaksanaan APBDesa perubahan TA. 2A26, mulai disusun awal
trulan Oktober dan ditetapkan paling lambat akhir minggr: pertama

bulan Desember Tahun 2A26.

Pemerintah Desa dapat meiakukan APBDesa perubahan apabila
terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan dan/atau pengurangall dalam pendapatan Desa

pada tahun anggaran berjalan;

2. Sisa penghematan beianja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan

tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan.

3. Keadaan yang menyehabkan harus dilakukan pergeseran antar
bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis beianja.

+. Keadaan yang menyebaLrkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berl'alan.

Adapun penJrusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

perubahan TA. 2A26 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai

berikut :

1. PenJrusunan rancangan Peraturan Desa tentang ApBDesa

perubahan diprakarsai oleh Pemerintah Desa karena ad"anya

alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya perutrahan.

2. APBDesa perubahan tetap harus berdasarkan RKPDesa Tahun
2026, dan kemudian sekretaris Desa beserta Tim men1rusun

Rancangan Peraturan Desa tentang ApBDesa perubahan.

3* Sekretaris Desa Elenya{npaika_n dokumerr rancangan peraturan

Desa tentang APBDesa perubahan, dengan juga melampirkan
dokumen rarrcangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APBDesa perubahan kepada Kepala Desa, dan kemudian
dilakukan pembahasan internal bersama seluruh Kepala Bidang
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Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Adapun contoh

dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

perubahan, dan contoh dokumen rancangan Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan dimaksud

tercantum daiam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4" Dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan

sebagaimana dimaksud point 3 {tiga} di atas meliputi :

a. Konsideran Rancangan Perdes berbasis Aplikasi SISKEUDES;

b. Lampiran la - Perdes APBDesa trerbasis Aplikasi SISKEUDES;

c. Lampiran 1b - Perdes APBDesa berbasis Aplikasi SISKEUDES;

d. Ringkasan APBDesa la - Per Sumber dana berbasis Aplikasi

SISKEUDES;

e. Ringkasan APBDesa lb - Per Sumber dana berbasis Aplikasi

SISKEUDES;

f, Lampiran V - Daftar Rekapitulasi Belanja Desa dan

Pembiayaan Desa Berdasa_rka-n Jenis Surnber Dana.

5. Dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjaharan

APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) di atas

meliputi :

a. Konsideran Rancangan Perkades berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

b. Lampiran lc - Penjabaran APBDesa berbasis Aplikasi

SISKEUDES;

c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan berbasis Aprikasi

SISKEUDES;

f, RAK - Rencana Anggaran Kas Desa berbasis Aplikasi
SISKEUDES;

6. Rancangan Peraturan Desa tentang ApBDesa perubahan

disampaikan oieh Kepala Desa kepada BpD untuk d"ibahas dan
disepakati bersama, yaitu diiakukan dengan cara men]rurati BpD
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agar dilakukan pembahasan bersama. Surat yang disampaikan

kepada BPD nya melampirkan dokumen-dokumen sbb :

a. dokumen rancangafl Peraturan Desa tentang APBDesa yang

terdiri dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran la,
Lampiran 1b, Ringkasan APBDesa 1a, Ringkasan APBDesa

lb, dan Lampiran V sebanyak 1 (satu rangkap);

b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan

Perkades, Lampiran 1c, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB

3 dan RAK sehanyak 1 {satu} rangkap; dan
c. bahan rapat bahas APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a,

Lampiran 1b, Lampiran 1c, Ringkasan APBDesa 1a,

Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran V, yang diperbanyak

sejumlah anggota BPD nya.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

perubahan yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota

BPD melakukan Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal
terhadap isi dan keiayakan dari dokumen Rancangan peraturan

Desa tentang APBDesa perubahan yang disampaikan oleh Kepala

Desa.

Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Internal Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dibuatkan berita
acara pembahasanrrya, untuk kemudian disepakati jadwal rapat
tentang Pembahasan Bersama Ra-ncangan Peratura-n Desa tentang
APBDesa perubahan oleh BPD. Adapun contoh berita acara rapat
internal tentang pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalarn lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.

Rapat Keq'a BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dipimpin oieh unsur
pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, pTpD

Kecamatan, Tenaga" Pendamping Desa, Seluruh Anggota BpD,
Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW,
KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, TogalToma, Tokoh

I
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Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk
menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa perubahan sebagaimana dimaksud.

10. Hasil Rapat Kerja BPD tentang Pembahasan Bersama Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan dibuatkan berita

acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan
penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat
pembahasan dimaksud. Adapun contoh berita acara rapat hasil
pembahasan brersama rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa perr-rbahan dirnaksud tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.

11. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

perubahan yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan

membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan

BPD yaitu ditandatangani oleh Kepa1a Desa dan Pimpinan BpD.

Adapun contoh nota kesepakatan hersagra rancangadl peraturan

Desa tentang APBDesa perubahan dimaksud tercantum dalam

iampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan

Peraturan Bupati ini.

12. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud point 11

(sebelas) di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BpD

tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa perubahan. Adapun contoh keputusan BpD tentang
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan

dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

13. Rancangan Peraturan Desa tentang ApBDesa perubahan yang
telah dibahas dan disepakati bersama, dilakukan penyesuaian

dan perbaikan dengan segera menjadi rancangan peraturan

Kepala Desa tentang Penjahara4 ApBDesa- perubahan, darr
kemudian disampaikan oieh Kepala Desa kepada Bupati melalui
camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi, dengan juga melampirkan dokumen rancangan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perubahan.
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L4. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

perubahan yang telah dievaluasi oieh Camat dibuktikan dengan

Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa.

15. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi

APBDesa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa per-ubahan menjadi Peraturan Desa tentang

APBDesa perubahan, dan kemudian dinyatakan rnulai berlaku

dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak

diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa"

16. Setelah penetapan Rancangan Peraturan Desa l-enta.ng APBDesa

perubahan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa perubahan

sebagaimana dimaksud point 15 (1ima belas) di atas, Kepala Desa

menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

penjai:aran APBDesa perubahan menjadi Peranturan Kepala Desa.

17. Peraturan Desa tentang AFBDesa perul:ahan dan Peraturan

Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa perutrahan

disampaikan kepa-cI-a- Bupati Cq, Kepala DP1VID Kabupaten Bima

sebagai dasar pencairan trelanja Desa.

C, PENJELASAN TEKNIS TENTANG SUBSTANSI APBDESA

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana beianja i-intuk
masing-ma.sing program dan kegiatan, serta rencana pemi:ia1'aan

untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rinciari objek

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. untr.rk kemudian pemerintah

Desa melaksanakannva dengan ketentuan*ketentr-ra-n teknis sebagai

berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam ApBDesa

TA. 2A26 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan

merniliki kepastian serta dasar hukum pene::imaannya.

Khusus untuk pendapatan transfer meiiputi Dana Desa,

Aiokasi Da-na Desa dan Bagian l]esa dari Pajak dan Retrihusi
Daerah, pencantuman besaran anggarannya harus
memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata cara
Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, clan

Bagia.n Desa clari Pajak dan Retribusi l)aerah Kabupaten Bima
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TA. 2A26, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian

Dana Desa Per Desa Tahun 2A26.

Pencantuman besaran pendapatan asli Desa juga harus

memperhatikan ketersediaan potensi riii di Desa, dan pungutan

atau penerimaan nya adalah PENTING juga harus merujuk
peraturan desa yang teiah ditetapkan oleh Kepala Desa hersama

BPD.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk
pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan

pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan

kewenangan loka1 berskala Desa yang ditetapkan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis belaqja Desa metriputi belaqja pegawai, belar{a harang

dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Jenis belanja

dimaksud merupakan alokasi belanja dengan hasii serta output
yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah iogis dan telah
memperhitungkan tingkat kemahaian serta kondisi geografis

Desa, dengan pengaturan standar satuan harga yang disesuaikan

dan mengacu pada harga satuan kabupaten sebagai patokan

tertinggi. Jika terdaBat harga satuan matefial/jasa ]rang lehih

tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan

yang kuat.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran

penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran
jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta

tury'angan BPD, yang dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan

pemerintahan Desa, dan pelaksanaannya diLrayarkan setiap

bulan.

Beianja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan
untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua betas) buian, yaitu diantaranya
meliputi belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorariurn,
belanja perjalanan dinas, belanja jasa sewa, belanja operasional

perkantoran, betranja pemeliharaan sarana prasarana Desa,
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belanj a sosialisasi / rapat I peiatihan/ bimbingan teknis, operasional

BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun warga, dan belanja barang

dan jasa yang diserahkan kepada masyarakatlkelompok

masyarakat.

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk
pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari
12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Sedangkan belanja tak terduga merupakan belanja barang

dan jasa atau belanja modal untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaa-n

mendesak yang herskala iokal Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok yaitu penerimaan

pemkriayaan dan pengeluaran pembiayaan. penerimaan

pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana
cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
kecuaJi tanah dan bangunan. Adapun pengeluaran perrrbiayaan

meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan moda1.

D. CARA MENGISI FORMAT APBDESA

APBDesa dibuat dalam format Peraturan Desa tentang APBDesa

yang terdiri dari konsideran peraturan d.esa dan lampiran-
lampirannya. Format APBDesa dimaksud disusun dan dibuat dengan

cara menggunakan Aplikasi SISKEUDES versi 2,o.8 dan kemudian
direkapitulasi seeara manuai dalam Lampiran V - Daftar Rekapitulasi
Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Berdasarkan Jenis sumber Dana.

V, 1TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBDESA

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangall APBDesa Tahun Anggaran
2A26, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hai teknis sebagai berikut:
1. Evaluasi APBDesa dilakukan dengan maksud menjamin tercapainya

prinsip kepatuhan, keseiarasan, keseimbangan dan kej'eiasan

pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa

berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan
umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
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2. Adapun evaluasi dilakukan dengan sasaran pelaksanaan sebagai

berikut :

a. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk

men:berika.n penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan

kepatuhan pen3rusunan dan penetapan Rancangan Peratural

Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang

Perubahan APBDesa;

b. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk

memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan

substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APBDesa

3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan

disepakati bersarna BPD ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan

kepada Camat untuk dievaluasi. Dokumen bahan evaluasi APBDesa

yang harus disampaikan kepad,a Camat berupa :

a. dokumen rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang terd,iri

dari Konsideran Rancangan Perdes, Lampiran 1a, Lampiran 1t),

Ringkasan APBDesa la, Ringkasan APBDesa 1b, dan Lampiran v

sebanyak 1 (satu rangkap);

b. dokumen rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APBDesa yang terdiri dari Konsideran Rancangan Perkad.es,

Lampiran lc, RAB 1, RAB 2 seluruh kegiatan, RAB 3 dan RAK

sebanyak 1 (satu) rangkap;

c. dokumen persetujuan BPD tentang pelaksanaan pembahasan

APBDesa yang terdiri dari berita acara rapat internal tentang
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pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, berita

acara rapat hasii pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa, nota kesepakatan bersama rancangan Perdes

APBDesa, dan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa yang dibundel sebanyak I (satu)

rangkap;

d. bahan rapat evaluasi APBDesa yang terdiri dari Lampiran 1a,

Lampiran lb, Lampiran lc, Ringkasan ApBDesa 1a, Ringkasan

APBDesa 1b, dan Lampiran v, yang diperbanyak sejumlah peserta

rapat evaluasi.

4. Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

oieh Camat merujuk pada Instrumen Review dan Evaluasi APBDesa

Kabupaten Bima;

5. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil

Evaluasi APBDesa;

6. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa,

Kepal.a Desa menyampaikan doh-rmen Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa dan Keputusan Camat tentang Hasii Evaiuasi

APBDesa kepada Tim Verifikasi dan Evaluasi APBDesa Versi Aplikasi

SISKEUDES yang ditunjuk oleh Bupati untuk dievaluasi;

7. Hasil verifikasi dan evaluasi terhadap APBDesa Versi Aplikasi

SISKEUDES dapat dijadikan dasar oleh Kepala Desa menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa

tentang APBDesa;
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8. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan

menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dinyatakan mulai berlaku

dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan

dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;

q. Camat dapat memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan

Peraturan Desa tentang APBDesa jika hasil evaluasi tidak ditindalanjuti

oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun memberhentikan dan/atau

mencabut pemberlakuan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan

Bupati atas rekomendasi Camat.

Da1am rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun

Anggaran 2026, Camat diharuskan membentuk Tim Evaluasi APBDesa

tingkat Kecamatan dalam bentuk Keputusan Camat, yaitu terdiri dari

Camat sebagai Pengarah/Pembina, Sekretaris Camat sebagai sebagai

Ketua, 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang anggota dari unsur pegawai

kecamatan.

VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam men3rusun APBDesa Tahun Anggaran 2026,

selain memperhatikan kebdakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga

memperhatikan hal-hal khusus, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Dalam setiap pelaksanaan tahapan pen]rusunan APBDesa dan

pelaksanaan tahapan evaluasi APBDesa, agar selatru berkoordinasi

dengan Tenaga Pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oieh

Pemerintah Pusat di Kecamatan dan Desa untuk melakukan

pendampingan dan fasilitasi perencanaan Desa. Hal ini perlu dilakukan

dalam rangka upaya mewujudkan "DESA BERSAMA PENDAMPING

DESA BERSAMA-SAMA MEMBANGUN DESA".
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?I Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini,
bela-r{a Desa baru dapat direalisasikan setelah Pemerintah Desa
menyarnpaikan dokumen-dolumen sebagai berikut kepada Bupati Bima
Cq. Kepala DPMD Kab. Bima, yaitu :

a. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala
Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
dan

b' Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang telah
ditetapkan oleh Kepala Desa.
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